PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO
o B —tnsan
PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026




Nomor 6801 );
3. Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran




. 2016 Nomor 1037);
~ 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);
 Pembangunan Daerah Tertinggal dan

2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Bernta
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);




gadaan Barang/Jasa Di Desa:
29, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabu

2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
30.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 ,

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026:

31.Peraturan Desa Banjarejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Banjarejo
Tahun 2025 Nomor )}

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

dan
KEPALA DESA BANJAREJO

MEMUTUSKAN:
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PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T ahun Anggarar

2026 dengan rincian sebagai berikut:
|. Pendapatan Desa Rp. 1712581700,00
1.712.581.700,00

2. Belanja Desa Rp. 1. (VYUY
Surplus/(Defisit) Rp. 0,00

3. Pembiayaan Desa oo
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. O’OO
b. Pengeluaran Pembiayaan _R_Q______________b_s-db-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ,

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalm Pagal ]
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa,
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

o daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan Kkegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
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' -an dala
4 memiliki dampak yang signifikan teﬂ;a:al?e'zzia Jang uar
rangka pemulihan yang di babkgn oleh KeJ
hiasa dan/atau permasalahan gosial; dan
e berskala lokal Desa
pasal 6
Dalam hal ter] di _japatan (3608
a penambahan dan/atau pengurangall dalam P€
pada tahun rjalan; ntar
b, keadaan y ng menyebabkan harus dilakukan pergesefaﬂ
objek belanja; dan 5
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebeluxtr;:).':l ag
menyebabkan giLPA akan dilaksanakan dalam tahunl rJden ;m
Kepala Desa dapat mendahului perubahan ApBDesa . a%‘an
elakukan perubahal peraturan Kepald Desa tentans Penja
APBDesa dan Hemberitahukannya kepada BPD
pasal 7
Peraturan Desa i mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap  orang dapat mengetahul, emerintahkan
pengundangall peraturan Desa ini dengan penernpatannya dalam
Lembaran Desa Banjarejo
Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 29 Desember 2025
KEPALA DESA BANJAREJO,
SUKARMI,
Diundangkan di Banjarejo

ber 2025




